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BUPATI KARIMUN 
 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR   29   TAHUN 2018 

TENTANG 
 

PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di 
bidang penataan jabatan perlu dilaksanakan evaluasi 
jabatan dalam menetapkan kelas dan nilai jabatan 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karimun;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karimun.  

 

 

 Mengingat :   1.  Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten  Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5235); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1999uu053.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2011uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu005.pdf
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Nomor 3547) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4192); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6037); 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

 

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan; 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan Dilingkungan Departemen Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah;  

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1994pp016.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2000pp097.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2010pp053.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2016pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017pp011.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2010pr081.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1999kp087.pdf
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